BUPATI DONGGALA

S

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DONGGALA
NOMOR 12 TAHUN 2010
TENTANG
PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DONGGALA
NOMOR 4 TAHUN 2004 TENTANG RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA
CETAK KARTU TANDA PENDUDUK DAN AKTA CATATAN SIPIL
SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN DONGGALA NOMOR 16 TAHUN 2006 TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN
DONGGALA NOMOR 4 TAHUN 2004 TENTANG RETRIBUSI
PENGGANTIAN BIAYA CETAK KARTU TANDA PENDUDUK
DAN AKTA CATATAN SIPIL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI DONGGALA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung program
pemerintah  daerah untuk  memberikan
pelayanan administrasi kependudukan tanpa
biaya, terpadu, terarah dan berkesinambung-
an yang sesuai dengan hak-hak dasar

manusia, maka perlu mencabut Peraturan
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Daerah Kabupaten Donggala Nomor 4 Tahun
2004 tentang Retribusi Penggantian Biaya
Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta
Catatan Sipil  sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Daerah Kabupaten
Donggala Nomor 16 Tahun 2006 tentang
Perubahan atas Peraturan Daerah
Kabupaten Donggala Nomor 4 Tahun 2004
tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak
Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan
Sipil;

bahwa berdasarkan pertimbangan
sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu
membentuk Peraturan Daerah Kabupaten
Donggala tentang Pencabutan Peraturan
Daerah Kabupaten Donggala Nomor 4 Tahun
2004 tentang Retribusi Penggantian Biaya
Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta
Catatan Sipil sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Daerah  Kabupaten
Donggala Nomor 16 Tahun 2006 tentang
Perubahan atas Peraturan Daerah
Kabupaten Donggala Nomor 4 Tahun 2004
tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak
Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan
Sipil.
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Mengingat

Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959
tentang Pembentukan Daerah-daerah
Tingkat Il di Sulawesi (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74,
Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 1822);

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang
Perkawinan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3019);

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002
tentang Perlindungan Anak (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2002
Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4235);

Undang — Undang Nomor 17 Tahun 2003
tentang Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4286);
Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004
tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
Undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4389);

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
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Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125,
Tambahan  Lembaran  Negara  Republik
Indonesia  Nomor 4437) sebagaimana telah
diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor
12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 20058 Nomor 59,
Tambohan Lembaran Negara  Republik
Indonesia Nomor 4844);

7. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004
tentang Perimbangan Keuangan antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

8. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2006
tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2006 Nomor 63, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4634);

9. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006
tentang Administrasi Kependudukan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4674);

10. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009
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12

13.

14.

tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2009 Nomor 30, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun
1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi
Vertikal di Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10,
Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3373);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 1999
tentang Pemindahan Ibu Kota Daerah
Kabupaten Donggala dari Wilayah Kota Palu
ke Wilayah Kota Donggala Kecamatan
Banawa Kabupaten Donggala (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor
133, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia 3869);

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007
tentang Pelaksanaan Undang-undang
Nomor 23 Tahun 2006 tentang
Administrasi  Kependudukan  (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4737);

Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008
tentang Persyaratan dan Tata Cara
Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
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15. Peraturan Daerah Kabupaten Donggala
Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan
Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan
Daerah Kabupaten Donggala (Lembaran
Daerah Kabupaten Donggala Tahun 2008
Nomor 3);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DONGGALA

Menetapkan

dan
BUPATI DONGGALA

MEMUTUSKAN :

PERATURAN DAERAH TENTANG PENCABUTAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DONGGALA
NOMOR 4 TAHUN 2004 TENTANG RETRIBUSI
PENGGANTIAN BIAYA CETAK KARTU TANDA
PENDUDUK DAN AKTA CATATAN SIPIL
SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DONGGALA
NOMOR 16 TAHUN 2006 TENTANG PERUBAHAN
ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN
DONGGALA NOMOR 4 TAHUN 2004 TENTANG
RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK KARTU
TANDA PENDUDUK DAN AKTA CATATAN SIPIL
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Pasal 1

Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 4 Tahun 2004
tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk
dan Akta Catatan Sipil (Lembaran Daerah Kabupaten Donggala
Tahun 2004 Nomor 1 Seri C Nomor 7) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 16 Tahun
2006 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten
Donggala Nomor 4 Tahun 2004 tentang Retribusi Penggantian Biaya
Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil (Lembaran
Daerah Kabupaten Donggala Tahun 2006 Nomor 16 Seri C Nomor 4)
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 2

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.,
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran
Daerah kabupaten Donggala.
Ditetapkan di Donggala
pada tanggal 22 Desember 2010
BUPATI DONGGALA

ttd,

HABIR PONULELE
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Diundangkan di Donggala,
pada tanggal, 22 Desemberi 2010

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DONGGALA,
ttd,
Drs. H. KASMUDDIN H, M.Si

PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 1953 02011982 03 1 007

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DONGGALA TAHUN 2010
NOMOR 12

Salinan sesuai dengan aslinya :
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN DONGGALA
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN,

MUZAKIR PANTAS, SH., MH
NIP. 1960 0305 1994 03 1 003.
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